SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 67y /BKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

. a.

SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA
UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

bahwa untuk pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang
tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf
C angka 1, 2 dan 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu menghunjuk Kepala Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Batu Bara tentang
Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 665/BKPSDM /2025
Tanggal 14 November 2025 untuk mengisi kekosongan jabatan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu
Bara maka Keputusan Bupati Nomor 319/BKAD /2025 tentang
Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum
Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batu

Bara.




Mengingat

—
.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023




10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

15.

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 138 Tahun 2022 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Batu Bara :

Nama : Dr. Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP, M.A.P
Pangkat/Gol :Pembina TK.I (IV/b)

NIP : 19870526 200602 2 002

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kab. Batu Bara
PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam

melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai kewenangan:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan  sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

o

melaksanakan pemungutan pajak daerah,;
menetapkan anggaran kas dan SPD;




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak
dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KETIGA, PPKD mempunyai kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi,;

b. menetapkan anggaran kas;

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d. membuka rekening kas umum daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan
kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD dan
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Dalam melaksanakan tugas-tugas PPKD selaku BUD
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Batu Bara Nomor: 319/BKAD/2025 tentang Penetapan
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal, 14 November 2025
BUPATI BATU BARA

TTD

A BAGIAN HUKUM BAHARUDDIN SIAGIAN




